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BAB II TINJAUAN PUSTAKA


     BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 KAJIAN PUSTAKA

2.1.1 Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (Wajib Pajak yang membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak pemerintah) dan diperuntukan bagi keperluan pembiyaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

2.1.1.1. Definisi Pajak

Penggalian potensi penerimaan dalam negeri akan terus ditingkatkan seoptimal mungkin melalui perluasan sumber penerimaan negara guna menggantikan pendanaan negara yang bersumber dari utang luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri yang cukup dominan berasal dari penerimaan pajak.
Berikut ini definisi pajak menurut ahli pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya “Pengantar Singkat Hukum Pajak” adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah peralihan kekuasaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan hukum,  mendapatkan imbalan yang secara langsung  dapat ditunjukkan, yang
 digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.” 

(2001:3)


Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” definisi pajak adalah sebagai berikut:


“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum “.










(2006:1)

Dari  beberapa definisi mengenai pajak terdapat ciri-ciri  mendasar dari pajak antara lain: 

1.Pajak dipungut berdasarkan kekuatan Undang-undang dan peraturan   hukum lainnya.

2.Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

3.Pajak dipungut tanpa adanya kontrapretasi yang secara langsung dapat ditunjuk dan sifatnya memaksa.

4.Hasil pemungutan pajak digunakan untuk menutupi pengeluaran negara atau daerah dan sisanya digunakan untuk investasi atau pembangunan.

5.Pajak disamping sebagai sumber keuangan negara atau daerah juga berfungsi sebagai pengatur (regulered).

6.Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.

7.Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanya negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara pajak memiliki fungsi sebagai mana dijelaskan di bawah ini: 
Fungsi pajak menurut Mardiasmo dalam bukunya ”Perpajakan”, menuliskan bahwa:

“Fungsi pajak terbagi dua, yaitu

a. Fungsi Budgetair yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Regulerend yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi”.

(2006:10)
Dalam fungsi budgetair, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan dana ke kas Negara melaui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemumgutan pajak dengan penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

Pajak mempunyai fungsi regulerend artinya pajak sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi maupun tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, serta dapat mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

2.1.1.3. Pembagian Jenis Pajak.

Di Indonesia terdapat berbagai macam pajak, baik pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain maupun pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak. Berbagai macam jenis pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongannya

Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” menyebutkan bahwa:

 
“Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.
2. Pajak tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
(2006:14)
Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak langsung adalah pajak harus menjadi beban sendiri oleh Wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut Sifatnya

Menurut Siti Resmi dalam bukunya “Perpajakan Teori dan Kasus” menyebutkan bahwa:

“Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subyeknya.

2. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan kedaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal”.

(2003:7)
Dari penjelasan diatas, menurut sifatnya pajak terbagi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dengan memperhatikan keadaan pribadi atau kondisi wajib pajak. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang dikenakan tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi wajib pajak, tarif pajak ditentukan berdasarkan nilai dari objek pajak tersebut.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut Siti Resmi dalam bukunya “Perpajakan Teori dan Kasus” menyebutkan bahwa:

“Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”.

(2003:8)

Dari penjelasan diatas, menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk keperluan Negara, contoh pajak penghasilan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan daerah, contoh pajak kendaraan bermotor.

2.1.1.4. Dasar Hukum Pemungutan Pajak.

Pajak sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi memiliki dasar hukum pemungutan yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.
Dasar hukum pemungutan pajak berdasarkan pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah:

 “Segala Pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang”.

Dari penjelasan diatas jelas terlihat bahwa apapun yang berhubungan dengan pajak diatur oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut mempunyai landasan pemikiran, jiwa, sasaran, dan tujuan yang sesuai dengan harkat, hakekat, dan jiwa kehidupan bangsa Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat, berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Walaupun telah berulangkali diadakan perubahan, tambahan dan penyesuaian, namun ternyata belum dapat memenuhi aspirasi rakyat banyak dan kebutuhan pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu adanya reformasi (pembaharuan) di bidang perpajakan tersebut.

2.1.1.5. Sistem Pemungutan Pajak.
Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi 3 bagian. Menurut Waluyo dalam bukunya “Perpajakan”, menuliskan bahwa:

“1. Self Assesment System.

2. Official Assessment System.

3. Withholding Tax System”. 











(2002:19)
1. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

 Ciri-cirinya:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.

b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2. Official Assessment System.

         Sistem pemungutan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, seperti karcis dan atau nota pesanan (bill).
Ciri-cirinya:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

b. Wajib pajak bersifat pasif.

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
3. Withholding Tax System.

 Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.






2.1.2. Wajib Pajak


Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kewajiban perpajakan yang telah diatur didalam undang-undang perpajakan 

2.1.2.1. Definisi Wajib Pajak

Wajib Pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran Sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) Tentang Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak (tax payer) adalah sebagai berikut:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”. 
Dengan demikian Wajib Pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar Wajib Pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya.

2.1.2.2 Orang Pribadi


Orang Pribadi dianggap subek Pajak karena telah dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Karena penghasilan orang pribadi merupakan pajak subyektif sehingga yang pertama yang dilihat adalah kondisi subyeknya. Setelah itu baru dilihat apakah objek pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPh.

Terdapat (2) dua subyek pajak orang pribadi dalam negeri dan luar 
negeri, 
kejelasan status seseorang, apakah ia termasuk subyek pajak dalam negeri atau subyek pajak luar negeri menjadi sangat penting karena terdapat perbedaan tarif pajak antara kedua subyek tersebut.

a. Subyek Orang Pribadi Dalam Negeri

Subyek pajak dalam negeri ada2, yaitu:

1. Orang pribadi dianggap subyek Dalam Negeri bila bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Warisan yang belum sesuai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Warisan dianggap sebagai Subyek Pajak Dalam negeri dalam mengikuti status pewaris, dimana pemenuhan kewajiban pajaknya digantikan oleh warisan tersebut. Selanjutnya bila warisan tersebut telah terbagi, maka kewajiban pajaknya berubah kapada ahli waris. Apabila ditinggalkan oleh Wajib Pajak (WP) Luar negeri maka warisan tersebut tidak dianggap sebagai subyek pajak.

b. Subyek Pajak Orang Pribadi Luar Negeri.

              Subyek Pajak Orang Pribadi Luar negeri adalah Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia, Batasan 183 hari adalah batasan waktu (time test) yang digunakan untuk memutuskan status Wajib Pajak jika antara Indonesia dan negara asal Wajib Pajak belum ada perjanjian penghindaran pajak berganda/Tax treaty. Bila ada, maka batasan waktu didasarkan ketetapan dalam (Tax Treaty).
2.1.3. Wajib Pajak Orang Pribadi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menurut  Sutardi (Kepala Seksi PDI), dalam Materi Sosialisasi UU Perpajakan Tahun 2000 bahwa:

“Wajib pajak orang pribadi dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean”.
 








           (2007)


Dengan demikian seseorang yang memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan yang menghasilkan barang, pengadaan impor dan ekspor barang juga melakukan usaha perdagangan dengan memanfaatkan barang berwujud maka dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peranan penting dalam tata pelaksanaan peraturan perundang-undangan dala bidang perpajakan. 


Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan”  bahwa kewajiban Wajib Pajak khususnya kewajiban yang berhubungan dengan wajib pajak orang pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan adalah:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai pemotong pajak penghasilan, Pasal 2 KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap pihak lain dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Pasal 3 ayat (1) UU KUP menegaskan bahwa seiap Wajib Pajak mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

4. Kewajiban membayar atau menyetor pajak, menurut Pasal 10 ayat (1) UU KUP kewajiban membayar dan menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui Kantor Pos atau Bank BUMN atau BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan Mentri Keuangan.

5. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan, Pasal 28 ayat (1) UU KUP.

6. Kewajiban mentaati pemeriksaan, Pasal 29 ayat (3) UU KUP.

(2006:37)
2.1.4. Pelaksanaan Self Assessment System
Self Assessment System ini berlaku di Indonesia sejak tahun 1968, yaitu dengan diundangkannya UU No. 8 tahun 1967, tentang “Tata Cara Pemungutan Pajak Melalui MPS dan MPO” (Menghitung Pajak Sendiri dan Menghitung Pajak Orang Lain). Self assessment system ini berlaku secara penuh (Full Self Assessment System) sejak awal tahun 1984, khususnya terhadap pemungutan Pajak Penghasilan.

Menurut Waluyo, dalam bukunya Perpajakan menuliskan bahwa:


“Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.”











(2007:19) 
Menurut Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan, pengertian Self Assessment System adalah :

“Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”.

              








(2006:16)
Dalam Self Assessment System pemungutan pajak, Wajib Pajak dibebani kewajiban untuk melaporkan semua informasi yang relevan dalam laporan pajaknya (SPT), menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP), mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang dan mengangsur jumlah pajak yang terutang.

2.1.5. Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi negara karena merupakan  salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan pajak negara.

Menurut Siti Resmi dalam bukunya “Perpajakan” sebagai berikut:

“Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.”    











(2003:74)

Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga untuk dapat mengenakan PPh, yang pertama dilihat adalah kondisi subjeknya. Setelah itu dilihat apakah objek yang dimilikinya merupakan objek pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPh.

2.1.5.1 Subjek Pajak PPh

Yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut, dimana terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 UU No.17 Tahun 2000 mengelompokkan subjek pajak menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

”1. Subjek pajak orang pribadi

 
  2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

  
  3.Subjek pajak badan

  
  4.Subjek pajak bentuk usaha tetap”

Penjelasan mengenai Subjek Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Subjek pajak orang pribadi

Orang pribadi yaitu subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.

2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. 

3. Subjek pajak badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.

4. Subjek pajak bentuk usaha tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia ataua berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.1.5.2 Pengecualian Subjek Pajak

Sesuai pasal 3 undang-undang pajak penghasilan, yang tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan adalah :
1. Badan perwakilan negara asing

2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat:

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.

b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan  dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.5.3 Objek Pajak Penghasilan


Menurut Siti Resmi dalam bukunya “Perpajakan Teori dan Kasus”, penghasilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apa pun”.

(2003:78)

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan penghasilan mempunyai arti bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk menambah konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

2.1.6. Hubungan Wajib Pajak Dengan Self Assessment System Pajak Penghasilan

Sebagai acuan penulis dalam meneliti Peranan Wajib Pajak Orang Pribadi tentang Self Assessment System Pajak Penghasilan adalah Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang No.17 tahun 2000 tentang tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan Undang-undang inilah butir 2 pernyataan dalam penelitian ini diturunkan sehingga kedua Undang-undang ini digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan peranan Wajib Pajak apakah positif atau negatif.

Menurut Undang-undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 adalah sebagai berikut:

“Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, memotong atau memungut, menyetor dan melaporkan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dan melaporkannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya”. 


Menurut Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia adalah:

“ Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Self Assessment System), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak”.

 








(2007:22)
Peranan positif terhadap Self Assessment System Pajak Penghasilan maksudnya adalah Wajib Pajak mempunyai pemahaman yang benar terhadap objek penelitian ini yaitu Undang-undang No.28 Tahun 2007 dan Undang-undang No.17 Tahun 2000. Sebaliknya apabila persepsi negatif terhadap Self Assessment System maka Wajib Pajak mempunyai pemahaman yang keliru terhadap kedua Undang-undang itu.

2.2 Kerangka Pemikiran
Reformasi (perubahan) yang mendasar di bidang perpajakan diadakan sejak akhir tahun 1983, yaitu dengan disahkan dan diundangkannya 5 undang-undang pajak. Disamping itu, dalam undang-undang perpajakan nasional, penyelenggaraan pajak-pajak oleh pemerintah yang ditujukan untuk memenuhi keperluan negara dan pembangunan nasional.. Secara umum, kebijaksanaan reformasi perpajakan dilakukan untuk mengantisipasi perubahan ekonomi yang selalu bergerak secara dinamis, ini dapat dikatakan sebagai implementasi dari munculnya semangat baru dalam kebijaksanaan fiskal.

Menurut Mardiasmo dalam buku “Perpajakan” yang mengutip pernyataan Rochmat Soemitro, pengertian pajak adalah :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

(2006:8)


Dari pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu :

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang

2. Sifatnya dapat dipaksakan

3. Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak.

4. Pungutan pajak dilakukan oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sebagai salah satu pelaku perpajakan Wajib Pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak (tax payer) adalah sebagai berikut:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”. 
Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar Wajib Pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya. Sama halnya seperti yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi menurut ketentuan peraruran perundang-undangan perpajakan.

Menurut Sutardi (Kepala Seksi PDI), dalam Materi Sosialisasi UU Perpajakan Tahun 2000 bahwa:

“Wajib orang pribadi dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean”.

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada angggota masyarakat Wajib Pajak itu sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Setelah adanya reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assessment system dan with holding system.

 Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, pengertian Self Assessment System adalah :

“Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”.

(2006:16)

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, pengertian With Holding System adalah :

“With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yng memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak”.
(2006:17)

Dalam Self Assessment system, semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang dan menyetorkan jumlah pajak terutang. Dalam sistem self assessment perm-berdayaan masyarakat adalah hal yang pokok, dimana prinsip itikad baik  merupakan tuntunan moral menyelenggarakan pembukuan untuk keperluan pajak. 

Berdasarkan sistem ini pula setiap wajib pajak harus (1) mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak (kantor pajak) untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus mendapatkan Nomor Po-kok Wajib Pajak, (2) kewajiban memahami peraturan yang berlaku, (3) menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan untuk keperluan administrasi pajak dengan disertai oleh moral dan etika yang bertanggung jawab
Kontribusi sektor perpajakan yang meningkat itu menunjukkan, pemerintah tetap konsisten untuk menggali sumber-sumber dana di dalam negeri. Struktur penerimaan perpajakan didominasi oleh sumber-sumber yang tak rentan terhadap pengaruh faktor eksternal antara lain Pajak Penghasilan.
Menurut Siti Resmi dalam bukunya “Perpajakan Teori dan Kasus”, definisi pajak penghasilan adalah :

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

(2003:74)

Definisi diatas menjelaskan bahwa Pajak penghasilan yang merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi terbesar kepada penerimaan Negara dari sektor pajak. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada angggota masyarakat Wajib Pajak itu sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan:

Menurut Waluyo dalam bukunya Perpajakan Indonesia adalah:

“ Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Self Assessment System), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak”.

 








(2007:22)
Disini Wajib Pajak mempunyai peran yang sangat vital dalam penyelenggaraan perekonomian Indonesia. Wajib Pajak aktif merupakan wujud dari Pelaksanaan Self Assessment System untuk meningkatkan dan mencapai sasaran-sasaran yang telah direncanakan, sehingga dapat tercapai pembangunan yang adil dan merata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kerangka Pemikiran
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        Gambar 2.1
2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono dalam bukunya “Metode Penelitian Administrasi” mengemukakan bahwa pengertian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

“Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap yang diberikan, baru didasarkan pada teori yang relevan bukan didasarkan pada faktor-faktor empiris yang diperoleh dari pengumpulan data”. 

(2002:39)

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) yaitu terdapat Peranan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaksanaan Self Assessment System Pajak Penghasilan.
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